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Waspada Ancaman Bencana

SEJUMLAH wilayah di DIY

dan Jawa Tengah beberapa hari
ini dilanda hujan lebat dan angin
kencang, sehingga kerusakan
merebak di beberapa daerah,

yakni banijir, tanah longsor, ba-
ngunan rusak, dan pohon tum-
bang. Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofisika (BMKG) juga

telah mengingatkan bahwa hujan

lebat disertai petir dan angin ken-

cang di sejumlah tempat dalam

beberapa hari terakhir perlu di-

waspadai.
Seperti diungkapkan Kepala
Kelompok Data dan Informasi

BMKG Stasiun Klimatologi Sle-

man, Etik Setyaningrum MSi, dari
hasil pengamatan dan prakiraan
iklim di wilayah DIY, bulan Januari

sampai Februari 2021 meru-
pakan periode puncak musim hu-
jan. Intensitas curah hujan bu-
lanan bisa di atas 300 milimeter

perbulan. Dalam puncak musim
penghujan, biasanya potensi

cuaca ekstrem cenderung me-

ningkat, bahkan mungkin terjadi

hujan kategori lebat hingga sa-

ngat lebat.

Menurut Etik, faktor-faktor pe-
ngendali iklim di wilayah Indo-
nesia saat ini yang sedang aktif

berpengaruh adalah Monsoon

Asia. Adanya daerah Konver-
gensi Antar Tropis (ITCZ) mem-
perlihatkan anomali yang meng-
arah pada penguatan curah hu-
jan tinggi di sebagian besar

wilayah Indonesia termasuk DIY.
Fenomena La Nina saat ini juga

masih aktif dan diprediksi indeks

mengarah ke kondisi normal baru
pada bulan Mei 2021.

Mengingat Februari ini masih
masuk kategori puncak musim
hujan, Etik Setyaningrum meng-
harapkan masyarakat mewas-
padai potensi terjadinya cuaca
ekstrem, terutama berkaitan de-
ngan bencana hidrometeorologi.
Di antaranya hujan sedang sam-
pai lebat disertai petir dan angin
kencang. Bencana alam yang
mendadak dan sulit diprediksikan
harus menjadi perhatian masya-
rakat. Khususnya bagi mereka
yang tinggal di daerah perbukitan
atau bantaran sungai.

Dalam kondisi cuaca ekstrem
saat ini, kewaspadaan memang
tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Apalagi saat ini juga ada ancam-
an bencana tanah bergerak,
seperti terjadi di tebing Losari,
Wukirharjo Prambanan. Akibat-
nya, rumah 6 kepala keluarga ter-
ancam. Sementara itu sejumlah
daerah di Jawa Tengah, seperti
Banjarnegara dan Kabupaten
Pekalongan, selama ini sudah
beberapa kali terjadi tanah berge-
rak.

Ancaman bencana akibat hu-
jan deras disertai petir dan angin
kencang di DIY dan Jawa Tengah
saat ini memang menuntut ke-
waspadaan tinggi dari masyara-
kat. Harus ekstra waspada. Juga
sangat diperlukan kesiapsiagaan
pemerintah daerah. Tentunya an-
caman virus Korona dan pande-
mi Covid-19 juga tetap harus di-
waspadai. O
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PERJALANAN sejarah pe-
ringatan Hari Pers Nasional
(HPN) yang diperingati setiap 9
Februari dilatarbelakangi pe-
ringatan hari jadi Persatuan War-
tawan Indonesia (PWI). Hal ini
berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 5 tahun 1985 Hari Pers
Nasional dilaksanakan secara
bersama antara komponen pers,
masyarakat, dan pemerintah.
Landasan ideal HPN merupakan
sinergi. Sinergi antarkomponen
pers, masyarakat, dan pemerintah
dapat berjalan dengan seimbang.
Berbicara soal pers dan HPN,
bagaimana ulang tahun ini dapat
muncul awalnya? Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 5
tahun 1985, HPN telah digodok
sebagai salah satu butir keputus-
an kongres ke-28 PWI yang dilak-
sanakan di kota Padang, Suma-
tera Barat, pada tahun 1978.

Kesepakatan tersebut terlepas
dari kehendak masyarakat untuk
menetapkan satu hari bersejarah
untuk memperingati peran dan ju-
ga keberadaan pers secara nasio-
nal.

Selain itu dalam sidang ke-21
Dewan Pers di Bandung pada 19
Februari 1981 kehendak tersebut
akhirnya disetujui oleh Dewan
Pers untuk kemudian disampai-
kan kepada pemerintah sekaligus
menetapkan penyelenggaraan
HPN. Selanjutnya proses adanya
HPN ini memang panjang. Na-

Hari Pers Nasional

mun hasilnya tidak sia-sia setelah
sekitar 7 tahun berlalu, akhirnya
pada 9 Februari ditetapkan secara
resmi oleh pemerintah sebagai
Hari Pers Nasional. Saat itu Indo-
nesia dalam era Orde Baru yang
dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Peran dari penggiat berita bagi
masyarakat sangat bermanfaat
yakni pertama, bahwa keber-
adaan pers bisa menjembatani
suara masyarakat dalam melihat
kondisi berbagai keadaan, se-
hingga dengan hadirnya para
wartawan menjadi penyambung
suara rakyat yang pada akhirnya
bisa dibaca dan diserap bagi yang
berkepentingan dengan keadaan
saat itu. Kedua, menumbuhkan
budaya literasi di masyarakat.
Budaya literasi ini sangat perlu di-
dengungkan agar para generasi
kita tidak gagap dalam hal ini.
Maka dalam penyajian berita itu
tentu telah ditulis dan diterbitkan
melalui proses yang panjang dan
dijamin benar, akurat dan lengkap
(BAL). Ketika etika BAL ini dijun-
jung tinggi oleh para penggiat
berita, nantinya media tersebut
akan dipercaya lebih oleh masya-
rakat. Bahwa berita-berita yang
ditampilkan baik di media cetak
maupun online bisa dijadikan ru-
jukan untuk penyambung suara

rakyat. Selamat Hari Pers
Nasional 2021. O

Ismunandar,

Mahasiswa MPAI UAD.

Belajar dari Kasus Dinar dan Dirham

KASUS penggunaan alat tukar di-
nar dan dirham (atau boleh disebut
emas dan perak) di Pasar Muamalah
menarik untuk dibahas. Fakta hukum
mungkin sudah jelas bahwa di dalam
Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang memang menje-
laskan bahwa Rupiah wajib digunakan
dalam setiap transaksi pembayaran,
penyelesaian kewajiban dengan uang,
dan transaksi keuangan lainnya.
Namun munculnya banyak narasi lain
yang beredar juga membuat kasus ini
lebih menarik perhatian publik.

Narasi-narasi tersebut nam-
paknya berusaha menggiring opini
publik bahwa seolah transaksi de-
ngan dinar dan dirham adalah
aturan syariah yang mengikat.
Ada juga narasi bahwa penggu-
naan dinar dan dirham adalah
bagian pokok dalam ber-ekonomi [
syariah Sehingga jika pemerintah |
bisa menerima ekonomi syariah
harusnya juga menerima dinar dan
dirham.

Nostalgia Sejarah

Tidak kita pungkiri bahwa
banyak juga penggerak ekonomi
syariah yang menganggap bahwa
sistem uang yang saat ini berjalan
yang berbasis kepada fiat money,
fractional reserve requirement dan
interest rate adalah sangat tidak

menyehatkan bagi perekonomian

(Meera AK 2009; Vadillo, UI 1996).
Banyak fakta akademik yang telah di-
hadirkan untuk membuktikan ini,
bahkan dari kalangan ekonom yang be-
sar di negara penganut kapitalisme
sekalipun, seperti Lietaer, B. (2001),
dan Greco, T.H. (2001).

Namun demikian ada beberapa
orang yang memang berpandangan se-
cara ekstrim bahwa penggunaan uang
kertas adalah termasuk riba, sehingga
haram dan tidak sah digunakan untuk
tujuan transaksi ekonomi, termasuk
membayar zakat. Bagi mereka dinar

Abdul Qoyum

dan dirham adalah satu-satunya alat
yang sah secara syariah. Pandangan
seperti ini, mungkin disebabkan
adanya beberapa persoalan mendasar
dalam sistem moneter hari ini.
Kemudian ada banyak orang yang ke-
mudian membayangkan bahwa

bagaimana dinar dan dirham dapat di-
jadikan sebagai pengganti uang kertas.

Meraka bernostalgia sejarah untuk
menggunakan kembali

dinar dan

dirham sebagaimana yang pernah di-
gunakan dalam Islam (padahal dinar
dan dirham juga bukan uang asli dari
Islam). Pandangan kami, dalam ranah
akademik hal seperti ini biasa di-
lakukan atau disampaikan. Bahkan
dalam konteks ini, ada juga peneliti di
Bank Indonesia yang juga melakukan
kajian. Artinya, berbicara alternatif
uang kertas itu bukanlah hal yang
aneh.

Kita boleh berdebat soal uang kertas
versus dinar dan dirham. Tetapi fakta
hukumnya baik hukum syariah

KR-JOKO SANTOSO

maupun hukum positif menyebutkan
bahwa uang kertas adalah alat pemba-
yaran yang sah.

Lebih Adil

Faktanya, kita memang hidup di ne-
gara yang berlandaskan kepada
Pancasila dan UUD 1945, maka setiap
transaksi ekonomi syariah harus kita
jalankan sesuai dengan UU. Fakta hari
ini sebenarnya menunjukan bahwa
ekonomi syariah dijalankan dengan sa-
ngat baik di negeri ini dengan skema
regulasi yang sangat baik. Bahwa ada
suara sumbang dari beberapa orang
bahwa pemerintah sekarang anti
syariah menurut saya adalah batu
sandungan dalam pembanguan
ekonomi syariah ke depan.

Memang akan terasa lebih adil
dan bijak jika terkait dengan kasus
penggunaan dinar dan dirham di
Pasar Muamalah di Depok pemerin-
tah rasanya juga perlu lebih adil de-
ngan menindak seluruh transaksi
yang bertentangan dengan undang-
undang. Saya kira kita semua sepa-
kat bahwa penggunaan mata uang
lain selain Rupiah di negeri ini me-
mang harus ditindak, karena itu
soal kedaulatan. Tetapi, jangan sam-
pai ada kesan bahwa beraninya ha-
nya dengan kelas recehan seperti di
Pasar Muamalah Depok.

*) Abdul Qayun, Ketua Program
Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-
tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan
lewat email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata, de-
ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-
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copy identitas. Terimakasih.

Investor Kesehatan dan Vaksin Berbayar

PENGUSAHA/INVESTOR kese-
hatan asing dan domestik berharap
kepada pemerintah agar dilibatkan da-
lam program vaksinasi Covid-19. Akses
yang diminta pengusaha yang tergabung
di bawah payung Kadin Indonesia bertu-
juan mempercepat akselerasi vaksinasi
di negeri ini. Sebagaimana ditegaskan
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P
Roeslani, apabila dunia usaha dibu-
kakan akses dalam vaksinasi virus
Korona, diyakini hal itu akan memper-
cepat perolehan manfaat pelaksanaan
vaksinasi. Apalagi vaksinasi Covid-19
yang melalui jalur mandiri semuanya
menjadi tanggung jawab perusahaan
alias karyawan mendapatkan vaksinasi
secara gratis.

Menurutnya, perusahaan yang diang-
gap mampu tidak tertutup kemungkin-
an juga memberikan vaksinasi mandiri
kepada keluarga karyawan secara
gratis. Pihak Kadin menilai pelaksanaan
vaksinasi jauh lebih efisien bagi perusa-
haan ketimbang menggelar rapid test
antigen atau tes PCR secara rutin kepa-
da karyawan yang biasanya dilak-
sanakan dua minggu sekali atau sekali
sebulan. Lebih khusus lagi bila program
vaksinasi virus korona dilaksanakan
lebih cepat, dampak pada pemulihan
perekonomian nasional bisa segera ter-
wujud.

Mandiri

Walau pemerintah belum memberikan
akses kepada pengusaha untuk berpar-
tisipasi pada pelaksanaan vaksinasi
Covid-19 secara mandiri, pemerintah
telah memberi sinyal positif. Tawaran
vaksinasi mandiri ( baca: berbayar pada
kelompok tertentu-red), dari kalangan
pengusaha diapresiasi secara baik oleh
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gu-
nadi Sadikin. Menkes meyakini vaksi-
nasi ataupun program pemerintah lain-
nya sulit berhasil dengan cepat dan baik
tanpa partisipasi masyarakat luas,
khususnya kalangan dunia usaha/in-
vestor. Hal ini juga jamak dilakukan di

Tasroh

banyak negara maju.

Menkes menggarisbawahi bahwa
prinsip utama dalam program vaksinasi
Covid-19 adalah diberikan gratis (khu-
susnya kalangan strategis nadional dan
kaum marginal) yang dilaksanakan se-
cara masif dan cepat untuk membentuk
kekebalan komunal. Karena kebijakan
vaksinasi gratis, jangan sampai ada pi-
hak tertentu mengambil keuntungan
atau terjadi rente ekonomi. Narasi yang
harus dibangun adalah kegotong-royong-
an segenap komponen bangsa.

Program vaksinasi Covid-19 harus di-
laksanakan cepat, tetap harus konsisten
dengan jadwal dan penahapan yang su-
dah dibuat sedemikian rupa oleh peme-
rintah sesuai dengan standar WHO.
Berdasarkan urutan prioritas anak
bangsa yang harus mendapatkan vaksi-
nasi secepatnya.

Namanya pengusaha daya cium ter-
hadap peluang ‘bisnis’ tentu begitu ta-
jam. Selain meminta pemerintah mem-
bukakan akses untuk vaksinasi mandiri

dikit persyaratan, yakni untuk merek
vaksin mandiri berbayar harus berbeda
dengan vaksin gratis yang menjadi pro-
gram pemerintah..

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 su-
dah menyasar sebanyak 179.000 orang
hingga 25 Januari 2021. Adapun jadwal
dan penahapan pelaksanaan vaksinasi
Covid-19 meliputi petugas kesehatan se-
banyak 1,3 juta orang, petugas publik se-
banyak 17,4 juta orang, dan 21,5 juta
orang lanjut usia (lansia). Diharapkan
periode vaksinasi untuk tahap pertama
itu berlangsung dari Januari hingga
April 2021.

Melihat angka orang yang harus di-
vaksinasi dalam waktu cepat begitu ba-
nyak, pemerintah tak boleh mengabai-
kan permintaan pengusaha yang berniat
baik untuk berpartisipasi. Dengan catat-
an harus dibuatkan regulasi yang jelas
sebagai aturan main sehingga tidak ada
area abu-abu yang bisa dimanfaatkan
untuk meraih keuntungan semata. [

*) Tasroh SS MSA MSc, Tim
Pengembangan Investasi Daerah dan
Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific
University, Japan)

secara gratis, rupanya mereka
juga mengajukan izin untuk
melaksanakan vaksinasi man-
diri yang berbayar untuk dijual
kepada publik. Memang fakta
lapangan sejak pemerintah me-
mulai vaksinasi yang masih ter-
batas pada petugas kesehatan
dan TNL/Polri.
Berbayar

Bagaimana dengan soal har-
ga vaksin berbayar? Soal harga,
sebagaimana dituturkan Rosan
P Roeslani, pihaknya akan tun-
duk pada aturan yang dikeluar-
kan pemerintah semisal peme-
rintah menetapkan tarif batas
atas. Walau lampu hijau belum
dinyalakan untuk vaksinasi
mandiri yang berbayar, peme-
rintah sudah membocorkan se-
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